BERNAS JOGJA

Hak Berekspresi Homoseksual

PERINGATAN International
Day Against Homophobia and
Transphobia (IDAHOT) ke 10 tahun
2014 ini mengambil tema besar Free
Expression. Beberapa kampanye di
bawah tema besar ini antara lain:
Today is the. Day to Speak Out and
Take Action; This is a Free Expres-
sion Zone; I Love My Two Moms! 1
Love My Two Dads!; No Hate! Speak
Up for Human Rights!

Pilihan kata yang digunakan
‘dalam kampanye tersebut menun-
jukkan pentingnya hak terkait kebe-
basan dalam berbicara-dan ber-
ekspresi bagi setiap orang. Hak un-
. tuk bebas berbicara dan berekspresi

ini menjadi penting dan sangar
berarti bagi kelompok lesbian, gay,.

bisexual, transgender, intersex
- (LGBTI), mengingat besarnya dis-
kriminasi, represi dan kekerasan
dalam berbagai bentuk yang mereka
- terima dari berbagai pihak terutama
negara. Catatan Amnesti Interna-
sional (2014) menyatakan sampai
. saat ini masih ada 81 negara yang
mengkategorikan hubungan homo-
seksual. sebagai tindak kriminal.

Peringatan IDAHOT ini men-

dapat perhatian yang besar dari para
- pemimpin -dunia. Sepem sebelum-
nya, di tahun 2014 ini Sekjen PBB
Ban Kii Moon memberikan pidato
tertulis untuk mendukung peringat-
an IDAHOT. Ban Kii Moon menya-

takan keyakinannya akan adanya
sebuah dunia yang berakar pada’

toleransi, kebebasan dan kesetara-
an; sebuah dunia di mana semua
orang bebas untuk hidup dalam
kehidupan yang bermartabat. Untuk
menuju pada dunia seperti itu, Ban
Kii Moon menyerukan bahwa Hak
Asasi Manusia (HAM) itu berlaku
tanpa kecuali untuk setiap orang
atau siapa pun yang dicintainya.
Sekjen PBB tersebut juga meng-
umumkan bahwa Departemen HAM
PBB telah meluncurkan sebuah
video online berisi dukungan ter-
hadap LGBTIQ dan keluarganya. Ia
juga meminta agar semua orang
menonton video tersebut dan
menyebarkannya. Dalam peringatan
IDAHOT 2014 ini, Presiden Amerika

Serikat Barack Obama juga mem- -

berikan pernyataan resmi senada

dengan Sekjen PBB yang intinya’

menyerukan semua. pihak untuk
membela hak kaum LGBTI di tengah
meningkatnya kriminalisasi dan pe-
nindasan yang menimpa mereka,
_serta memastikan mereka diperlaku-

kan secara hormat dan bermartabat.
Negara melegitimasi homophobia
dantransphobia?

Negara seharusnya memiliki
tanggung jawab penuh untuk
melindungi kebebasan berekspresi

Oleh: Dina Llstlonnl

warganya tanpa terke-
cuali dan tidak melaku--
kan pembiaran saat ter-
jadi kekerasan berbasis
identitas seksual dan
gender. Direktur Am-
nesti Internasional Ing-
gris Kate Allen menyata-
kan, tahun 2014 adalah
tahun suram terkait hak-
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transgender sebagal
tindak kriminal setara
dengan pencuri, pem-
bunuh dan perampok.

Rusia membungkam
jurnalis dan aktivis

nguak diskriminasi dan
intimidasi pada isu ho-
mophobia dalam olah

hak LGBTI terutama un- raga selama Olimpiade
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perti Rusia, Turki, Ukrai- YOGYAKARTA Rusia. Presiden Ugan-

na, Brunei Darussalam, Uganda,
Haiti yang memiliki catatan pelang-
garan HAM terkait ekspresi-homo-
seksual. Negara-negara tersebut
justru melanggengkan sikap, ho-
mophobia di masyarakat apa yang

disebut sebagai “tindakan anti-gay”-

seperti pembuatan Undang-undang

dan peraturan yang menentang
ekspresi homoseksual.

Saat ini jika seluruh Undang--

Undang dan peraturan di dunia yang
menyensor ekspresi berbasis pada
orientasi seksual dan identitas gen-
der dihitung, terdapat sekitar 4,7
miliar orang yang dilanggar kebe-

"basan berekspresi dan hak atas
- informasinya. Ini merupakan 67,62

persen dari populasi global. Tin-
dakan lain adalah dengan membiar-
kan aparat keamanan seperti polisi
menangkap dan mengintimidasi
warga sipil yang dicurigai scbagai
homoseksual.

Turki, Rusia dan Ukraina adalah
beberapa negara yang menolak ke-
beradaan LGBTI dengan menerap-

- kan tindak kekerasan melalui negara.

Tahun 2013, Turki menutup sebuah
laman internet tranggender laki-laki
dan menyebutnya ‘sebagai “tindak-
an administratif”. Selain itu peme-

_ rintah Turki juga membenarkan ada-

-nya tindak kekerasan aparat ter-
hadap LGBTI dan mengkategorikan

da pada 23 Februari 2014 menanda- -

tangani Ul Anti-Homoseksual
yang menyatakan bahwa mnegara
berhak mengekstradisi kaum LGBTI
ke luar negeri.

Direktur Senior bidang Hukum
dan Kebijakan Amnesti Inter-
nasional Michael Bochenek menya-

yang mencoba me- .

takan keprihatinannya mengenai
masih banyaknya negara di dunia

yang tidak memiliki tanggung jawab -

untuk melindungi masyarakat
LGBTI dari kekerasan homofobik

-yang menimpa saat mereka sedang

berkreasi atau berekspresi.
Indonesia adatah salah satu
negara yang menolak keberadaan
LGBTI dan dapat diancam tindak
pidana melalui UU No 44/2008 ten-

tang Pornografi. Pembatasan eks--

presi melalui media massa juga di-
batasi dengan UU No 32/2002 ten-
tang Penyiaran melalui Peraturan
KPI (entang Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS).

Bahkan negara juga melakukan
pembiaran ‘terhadap tindakan anar-
kis beberapa kelompok Islam yang

melakukan kekerasan terhadap ke-
giatan terkait ekspresi Fomoseksual.

. Beberapa tindak kekerasan tersebut

antara lain pembubaran paksa
konferensi International Lesbian
and Gay Association (ILGA) di Sura-
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baya pada 2010 dan penyerangan
terhadap diskusi buku terbaru
Irshad Manji,. scorang lesbian asal
Iran yang juga hadir dalam acara
tersebut pada 2012. Kegiatan pe-
mutaran Q! Film Festival yang me-
mutar film-film bertema homosek-
snal juga mendapat protes dan di-
serang oleh beberapa kclompok Is-
lam saat-diadakan di Jakarta dan
Yogyakarta pada 2010.
Artikel 19 dan kampanye
nilai tradisional

Salah satu alasan ierbesar yang
sering dikemukakan negara untuk
menolak ‘ekspresi kaum LGBTI
adalah “nilai tradisional” yang di
dalamnya memuat tradisi, torma
sosialdan agama. Gracie Rejadalam
laporannya untuk UN [luman Right
Council (2012) mencatat bahwa di
Malaysia, Uganda din Moldova,
alasan untuk menolak homoseksual
sangat sederhana, yakni “tidak ada
dalam budaya ncgeri ini”.

Alasan Moldova melarang pa-
rade LGBTIkarena*landasan moral”,
Tahun 2009 Filipina menolak mema-
sukkan organisasi 1.GIV'T'] ke dalam
organisasi politik dengan alasan

“tradisi, adat istindat dan moral
publik”.

Dengan kata lain, masih hanyak
negara menyalabgunakan “nilai-
nilai tradisional” untuk membenar-
kan pelanggaran HHAM dan mele-
gitimasi diskriminasi.

Dengan menpacn pada penga-
laman “nilai-nilai tradisional” digu-
nakan sebagai alusan melakukan
represi dan sensor terhadap homo-
seksual, maka dibwatluh Artikel 19

olehDewan Hak Asisi Manusia PBB.
Artikel ini menyerukan pengakuai
“nifai-nilai tridisional” sebagai

‘wahana mempromosikan hak asasi

manusia denpan mengacu pada
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi
Manusia (UDIIR) dan standar HAM
pada kovenan internasional lainnya
seperti Intcrnational Covenant on
Civil and Political Rights (ICCPR).

Untuk melakukan proses terse-
but menurut Artikel 19, peran negara

menjadi penting untuk tetap menjaga
agar nilai-nilai tradisional yang
dimiliki masyarakat dapat ‘berkem-
bang ke arah kesetaraan dan non
diskriminatil’

Hal ini berarti bahwa “tradisi”,

yang bertentangan denpan standar
HAM ini harus diubah atau jika perlu

“dihilangkan. K¢ depan. negara harus

dapat menolak “niku tradisional™
yang membatasi hak kebebasan

berekspresi kelompok minoritas
seperti LGBTI. **
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